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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana

a.  Menurut  Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan

suatu  pengertian  dasar  dalam  hukum  pidana.  Tindak  pidana

adalah  suatu  pengertian  yuridis  seperti  halnya  untuk

memberikan  definisi  atau  pengertian  terhadap  istilah  hukum,

maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau

pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum

pidana  dimaksudkan  untuk  memahami  pengertian  pidana

sebagai  sanksi  atas  delik,  sedangkan  pemidanaan  berkaitan

dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-

teori  tentang  tujuan  pemidanaan.  Perlu  disampaikan  di  sini

bahwa,  pidana  adalah  merupakan  suatu  istilah  yuridis  yang

mempunyai  arti  khusus  sebagai  terjemahan  dari  bahasa

Belanda ”straf” yang dapat diartikan sebagai ”hukuman”.21

b. Pompe Merumuskan Straafbaar feit  adalah suatu pelanggaran

kaidah  (  penggangguan  ketertiban  hukum),  terhadap  mana

pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah 

21 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta : Bina Aksara, 2002), hlm 37  
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wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin

kesejahteraan umum.22

2. Unsur-unsur Tindak Pidana
Menurut  Simons  unsur-unsur  pidana  dibagi  dalam  dua

golongan unsur yaitu ;23

a.  unsur-unsur  subjektif  yang  berupa  tindakan  yang

dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu dan ;
b.  unsur  subjektif  yang  berupa  kesalahan  (schuld) dan

kemampuan  bertanggungjawab  (toerekenings  vatbaar) dari

petindak.
Menurut  Moeljatno,  sebagai  penganut  aliran  dualisme,

unsur-unsur  perbuatan  pidana  adalah  termasuk  unsur-unsur

objektif , beliau memisahkan secara tegas unsur-unsur perbuatan

pidana  dari  unsur-unsur  pertanggungjawaban  pidana,  dengan

perkataan lain istilah perbuatan pidana tidak sama dengan istilah

tindak  pidana.  Jika  telah  terjadi  suatu  perbuatan  pidana,  belum

tentu  apakah  orang  yang  melakukannya,  dan  jika  orang  yang

melakukan masih harus diteliti kemampuan bertanggungjawabnya .

Hal  ini  adalah  sebagai  konsekwensi  dari  terpisahnya  unsur

subjektif.24

Tindak  pidana  yang  terdapat  didalam  KUHP  itu  pada

umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur – unsur yang pada

dasarnya dapat  kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur –

unsur subjektif dan  unsur – unsur objektif.25 

22 Ibid
23 Ibid, hlm 201
24 Ibid, hlm 209
25 Abdullah  Marlang,  Pengantar  Hukum  Indonesia , (Makassar  :  A.S  Publishing),
2009 ,hlm 67
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Unsur - unsur subjektif dari tindak pidana itu, yaitu :26

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).

b. Maksud  atau  voornemen pada  suatu  percobaan  atau  poging

seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.  

c. Macam - macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat di

dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan,

pemalsuan dan lain-lain.  

d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad misalnya

yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal

340 KUHP. 

e. Perasaan  takut  atau  vress  seperti  didalam  rumusan  tindak

pidana menurut Pasal 308 KUHP.  

Unsur - unsur objektif tindak pidana yaitu :27

a. Sifat melanggar hukum atau wederrechttelijkheid.  

b. Kualitas  dari  si  pelaku,  misalnya  “keadaan  sebagai  seorang

pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415

KUHP  atau  “keadaan  sebagai  pengurus  atau  komisaris  dari

suatu  perseroan  terbatas”  di  dalam kejahatan  menurut  Pasal

398 KUHP.

c. Kausalitas  yakni  hubungan  antara  sesuatu  tindakan  sebagai

penyebab dengan suatu kenyataan dan akibat. 

26  P.A.F Lamintang,  Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia ,  (Bandung :  PT Citra
Aditya Bakti), 2011,hlm 193-194
27  Ibid, 195
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Selain  daripada unsur  –  unsur  objektif  dan unsur  – unsur

subjektif  diatas  adapun  unsur  –  unsur  tindak  pidana  sebagai

berikut28 :

a. Ada Perbuatan (Mencocoki Rumusan Delik)  

b. Ada Sifat Melawan Hukum 

c. Tidak ada alasan pembenaran

3. Jenis-jenis pidana

a. Pidana Pokok : 

1) Pidana mati  :  Pidana ini  adalah yang terberat  dari  semua

pidana yang dicantumkan terhadap berbagai kejahatan yang

sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340

KUHP),  pencurian  dengan  kekerasan  (Pasal  365  Ayat  4

KUHP), pemberontakan yang diatur dalam Pasal 124 KUHP

2) Pidana penjara :  Pidana ini  membatasi kemerdekaan atau

kebebasan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara atau

kurungan.  Hukuman  penjara  lebih  berat  dari  kurungan

karena  diancamkan  terhadap  berbagai  kejahatan.  Adapun

kurungan  lebih  ringan  karena  diancamkan  terhadap

pelanggaran  atau  kejahatan  yang  dilakukan  karena

kelalaian.  Hukuman  penjara  minimum  satu  hari  dan

maksimum  seumur  hidup,  hal  ini  diatur  dalam  Pasal  12

KUHP.

28 Ilyas,  Amir,  Asas-Asas Hukum Pidana,  (Yogyakarta :  Rangkang Education), 2012,
hlm 49
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3) Pidana kurungan :  Pidana kurungan lebih ringan dari pada

pidana penjara, antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan

yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang

dibutuhkan  terhukum  sehari-hari,  misalnya  :  tempat  tidur,

selimut, dll. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam

Pasal 18 KUHP yaitu Lamanya pidana kurungan sekurang-

kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.

4) Pidana denda :  Hukuman denda selain  diancamkan pada

pelaku  pelanggaran  juga  diancamkan  terhadap  kejahatan

yang adakalanya sebagai  alternatif  atau kumulatif.  Jumlah

yang  dapat  dikenakan  pada  hukuman  denda  ditentukan

minimum dua puluh sen, sedangkan jumlah maksimum tidak

ada  ketentuan.  Mengenai  hukuman  denda  diatur  dalam

Pasal 30 KUHP. Pidana denda tersebut dapat dibayar oleh

siapa saja, baik keluarga ataupun diluar dari pihak keluarga.

b. Pidana tambahan : 

1) Pencabutan hak-hak tertentu 

2) Perampasan barang-barang tertentu 

3) Pengumuman putusan hakim 

B. Tinjauan Umum tentang Tindak pidana Penipuan

1. Pengertian Penipuan 
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Dalam Kamus Bahas Indonesia29  disebutkan bahwa  tipu

berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur

(bohong,  palsu,  dan  sebagainya),  dengan  maksud  untuk

menyesatkan,  mengakali,  atau  mencari  untung.  Penipuan berarti

proses,  perbuatan,  cara  menipu,  perkara  menipu   (mengecoh).

Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu  disebut

dengan  penipu  dan  orang  yang  ditipu.  Jadi  penipuan  dapat

diartikan  sebagai  suatu  perbuatan  atau  membuat,  perkataan

seseorang  yang  tidak  jujur  atau  bohong  dengan  maksud  untuk

menyesatkan atau  mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya

atau kelompok. 

Pengertian tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi

hukum  sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan

dalam  KUHP. Rumusan  penipuan  dalam  KUHP bukanlah  suatu

definisi melainkan  hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu

perbuatan  sehingga  dapat   dikatakan  sebagai  penipuan  dan

pelakunya dapat  dipidana.  Penipuan   menurut  pasal  378 KUHP

oleh Moeljatno sebagai berikut30:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri
sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan  hukum  dengan
memakai  nama  palsu  atau  martabat  (hoednigheid)  palsu
dengan  tipu  muslihat,  ataupun  rangkaian  kebohongan,
menggerakkan  orang  lain  untuk  menyerahkan  barang
sesuatu  kepadanya,  atau  supaya  memberi  utang  maupun
menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan
pidana penjara paling lama empat tahun.”

29  S, Ananda, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kartika, Surabaya, 2009, hlm.364
30  Moeljatno,  KUHP (Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana), Bumi  Aksara,  Jakarta,
2007, hlm 201
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Berdasarkan  unsur-unsur  tindak  pidana  penipuan  yang

terkandung  dalam  rumusan  Pasal  378  KUHP di  atas.  Maka  R.

Sugandhi  mengemukakan pengertian penipuan bahwa31:

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat
rangkaian  kebohongan,  nama  palsu  dan  keadaan  palsu
dengan  maksud  menguntungkan  diri  sendiri  dengan  tiada
hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat
bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita
sesuatu yang seakan-akan benar.”

2. Unsur-unsur Penipuan

Di dalam KUHP, tentang penipuan terdapat dalam Buku II

Bab XXV. Keseluruhan pasal  pada Bab XXV ini  dikenal  dengan

nama bedrog atau perbuatan curang.  Bentuk  pokok dari  bedrog

atau perbuatan curang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipun.

Berdasarkan  rumusan  tersebut  di  atas,  maka  Tindak  Pidana

Penipuan memiliki unsur pokok, yakni32 :

a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri  sendiri  atau orang

lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari

unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak

mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama

pelaku  dengan  jalan  melawan  hukum,  jika  pelaku  masih

membutuhkan  tindakan  lain,  maka  maksud  belum  dapat

terpenuhi.  Dengan  demikian  maksud  ditujukan  untuk

menguntungkan dan  melawan hukum, sehingga pelaku harus

31  Sugandhi,  R.,  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  dan  Penjelasannya,  Usaha
Nasional,Surabaya, 2000, hlm .396-397
32  Soerodibroto, R. Soenarto, KUHP & KUHAP, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 241
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mengetahui  bahwa  keuntungan   yang  menjadi  tujuannya  itu

harus bersifat melawan hukum. 

b. Dengan  menggunakan  salah  satu  atau  lebih  alat  penggerak

penipuan (nama  palsu,  martabat  palsu/  keadaan palsu,  tipu

muslihat dan rangkaian  kebohongan). Maksudnya adalah sifat

penipuan  sebagai  tindak  pidana   ditentukan  oleh  cara-cara

dengan  mana  pelaku  menggerakkan  orang  lain   untuk

menyerahkan  barang).  Adapun  alat-alat  penggerak  yang

dipergunakan untuk menggerakkan  orang lain adalah sebagai

berikut :

1) Nama  Palsu,  dalam  hal  ini  adalah  nama  yang  berlainan

dengan  nama yang   sebenarnya  meskipun  perbedaan  itu

nempaknya kecil. Lain halnya jika si  penipu menggunakan

nama orang lain yang sama dengan namanya dengan  ia

sendiri,  maka  ia  dapat  dipersalahkan  melakukan  tipu

muslihat atau  susunan perbuatan dusta. 

2) Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah

perbuatan-perbuatan  yang  dilakukan  sedemikian  rupa,

sehingga  perbuatan  itu   menimbulkan  kepercayaan  atau

keyakinan atas kebenaran dari sesuatu  kepada orang lain.

Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan  perbuatan

atau tindakan.

3) Martabat  /  keadaan  Palsu,  pemakaian  martabat  atau

keadaan  palsu  adalah   bilamana  seseorang  memberikan
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pernyataan bahwa ia berada dalam suatu  keadaan tertentu,

yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada  orang

yang ada dalam keadaan itu. 

4) Rangkaian  Kebohongan,  beberapa  kata  bohong  saja

dianggap  tidak  cukup   sebagai  alat  penggerak.  Hal  ini

dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya  8 Maret 1926,

bahwa :33

“Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai
kebohongan itu  terdapat suatu hubungan yang sedemikian
rupa dan kebohongan yang satu  melengkapi kebohongan
yang lain sehingga mereka secara timbal balik  menimbulkan
suatu  gambaran  palsu  seolah-olah  merupakan  suatu
kebenaran”.

Jadi rangkaian kebohongan Itu harus diucapkan secara

tersusun,  sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima

secara  logis  dan  benar.  Dengan  demikian  kata  yang  satu

memperkuat / membenarkan kata orang  lain. 

c. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang,

atau memberi utang, atau menghapus utang. 

Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan

barang   diisyaratkan  adanya  hubungan  kausal  antara  alat

penggerak  dan  penyerahan  barang.  Hal  ini  dipertegas  oleh

Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 

Agustus 1923 bahwa34 :

“Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya
yang  digunakan  dengan  penyerahan  yang  dimaksud  dari  itu.

33  Ibid, hlm 245
34 Ibid, hlm 242
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Penyerahan  suatu  barang  yang  terjadi  sebagai  akibat
penggunaan  alat  -alat  penggerak  dipandang  belum  cukup
terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena
dipergunakannya  alat-alat  tersebut  menciptakan  suatu  situasi
yang  tepat  untuk  menyesatkan  seseorang  yang  normal,
sehingga  orang  tersebut  terpedaya  karenanya,  alat-alat
penggerak  itu  harus  menimbulkan  dorongan  dalam  jiwa
seseorang  sehingga  orang  tersebut  menyerahkan  sesuatu
barang.”

C. Tinjauan Umum tentang  Pertimbangan Hakim dalam Putusan

1. Pengertian Pertimbangan Hakim 

Pertimbangan  hukum  diartikan  suatu  tahapan  di  mana

majelis  hakim  mempertimbangkan fakta yang terungkap selama

persidangan berlangsung,  mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi

dari terdakwa yang  dihubungkandengan alat bukti yang memenuhi

syarat  formil  dan  syarat   materil,  yang  disampaikan  dalam

pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan  hukum dicantumkan pula

pasal-pasal  dari  peraturan  hukum  yang  dijadikan   dasar  dalam

putusan tersebut.35

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting

dalam  menentukan  terwujudnya  nilai  dari  suatu  putusan  hakim

yang  mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung

kepastian  hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi

para pihak yang  bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini

harus  disikapi  dengan   teliti,  baik,  dan  cermat.  Apabila

pertimbangan hakim tidak teliti, baik,  dan cermat, maka putusan

35  Satjipto Rahardjo.  Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana.
Pusat  Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 2008. hlm. 7
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hakim  yang  berasal  dari  pertimbangan   hakim  tersebut  akan

dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah  Agung36.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan

adanya  pembuktian,  dimana  hasil  dari  pembuktian  itu  kan

digunakan sebagai  bahan pertimbangan dalam memutus perkara.

Pembuktian  merupakan   tahap  yang  paling  penting  dalam

pemeriksaan  di  persidangan.   Pembuktian  bertujuan  untuk

memperoleh  kepastian bahwa suatu  peristiwa/fakta yang diajukan

itu benar-benar terjadi,  guna  mendapatkan putusan hakim yang

benar  dan  adil.  Hakim tidak  dapat   menjatuhkan  suatu  putusan

sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar

terjadi, yakni dibuktikan  kebenaranya, sehingga nampak adanya

hubungan hukum antara para  pihak37.
Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya

juga  memuat tentang hal-hal sebagai berikut : 

a. Pokok persoalan dan hal-hal  yang diakui  atau dalil-dalil  yang

tidak disangkal. 

b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek

menyangkut  semua  fakta/hal-hal  yang  terbukti  dalam

persidangan. 

c. Adanya  semua  bagian  dari  petitum Penggugat  harus

dipertimbangkan/diadili  secara satu demi satu sehingga hakim

36 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta,
Pustaka Pelajar), 2004 hlm 140
37 Ibid, hlm 141
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dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat

dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

2. Dasar Pertimbangan Hakim 

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument

atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum

yang  menjadi  dasar  sebelum  memutus  kasus.  Menurut  Rusli

Muhammad  dalam  melakukan  pertimbangan  hakim  ada  dua

macam yaitu38:  

a. Pertimbangan secara Yuridis

Pertimbangan  yuridis  adalah  pertimbangan  hakim  yang

didasarkan  pada  fakta-fakta  yuridis  yang  terungkap  dalam

persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal

yang harus dimuat  di  dalam putusan.  Hal-hal  yang dimaksud

tersebutantara lain:

1) Dakwaan  Penuntut  Umum  :  Dakwaan  merupakan  dasar

hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di

persidangan dilakukan. Dakwaan  selain berisikan identitas

terdakwa,  juga  memuat  uraian  tindak  pidana   yang

didakwakan  dengan  menyebut  waktu  dan  tempat  tindak

pidana  itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan

hakim  adalah   dakwaan  yang  telah  dibacakan  di  depan

sidang pengadilan. 

38  Rusli Muhammad,  Hukum Acara Pidana kontemporer, Jakarta: Citra Aditya, 2007
hlm 212 -220
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2) Keterangan Terdakwa : Keterangan terdakwa menurut Pasal

184  butir  e  KUHAP,   digolongkan  sebagai  alat  bukti.

Keterangan terdakwa adalah apa yang  dinyatakan terdakwa

disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau  yang ia

ketahui  sendiri  atau  dialami  sendiri.  Keterangan  terdakwa

sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim,

Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum. 

3) Keterangan  Saksi  :  Keterangan  saksi  dapat  dikategorikan

sebagai  alat  bukti   sepanjang  keterangan  itu  mengenai

sesuatu  peristiwa  pidana  yang   didengar,  dilihat,  alami

sendiri, dan harus disampaikan di dalam  sidang pengadilan

dengan  mengangkat  sumpah.  Keterangan  saksi   menjadi

pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

4) Barang-barang bukti  : Pengertian barang bukti disini adalah

semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan

oleh  penuntut  umum  di  depan   sidang  pengadilan,  yang

meliputi: 

a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya

atau  sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau

sebagai hasil tindak pidana; 

b) Benda  yang  dipergunakan  secara  langsung  untuk

melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan; 

c) Benda  yang  digunakan  untuk  menghalang-halangi

penyidikan  tindak pidana; 
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d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak

pidana

5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana 

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana

itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam

hal  ini,  penuntut  umum  dan  hakim  berusaha  untuk

membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang

apakah  perbuatan  terdakwa  telah  atau  tidak  memenuhi

unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum

pidana.

b. Pertimbangan secara Sosilogis:

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis

adalah sebagai berikut:

1) Latar  Belakang  Terdakwa  :  Latar  belakang  perbuatan

terdakwa  adalah  setiap  keadaan  yang  menyebabkan

timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa

dalam melakukan tindak pidana kriminal. 

2) Akibat  Perbuatan  Terdakwa  :  Perbuatan  pidana  yang

dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun

kerugian  pada  pihak  lain.  Bahkan  akibat  dari  perbuatan

terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula

berpengaruh  buruk  kepada  masyarakat  luas,  paling  tidak

keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam. 
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3) Kondisi Diri Terdakwa : Pengertian kondisi terdakwa adalah

keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan

kejahatan, termasuk pula status sosial  yang melekat pada

terdakwa.  Keadaan  fisik  dimaksudkan  adalah  usia  dan

tingkat  kedewasaan,  sementara  keadaan  psikis

dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat

berupa: 

a) Tekanan dari orang lain, 

b) Pikiran sedang kacau, 

c) Keadaan marah dan lain-lain. 

4) Agama Terdakwa  : Keterikatan para hakim terhadap ajaran

agama  tidak  cukup  bila  sekedar  meletakkan  kata

“Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi

ukuran  penilaian  dari  setiap  tindakan  baik  tindakan  para

hakim itu  sendiri  maupun dan terutama terhadap tindakan

para  pembuat  kejahatan.  Pertimbangan  hakim  secara

sosiologis.  Pertimbangan  hakim  secara  sosiologis  diatur

dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009

Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim

wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum

dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.39

3. Putusan Hakim

39  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan
Pasal 5 ayat (1)  dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan
hukum dan rasa keadilan masyarakat.
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a. Pengertian Putusan 

Dalam  Pasal  1  angka  11  KUHAP  disebutkan  bahwa

putusan pengadilan sebagai “pernyataan hakim yang diucapkan

dalam  sidang  pengadilan  terbuka,  yang  dapat  berupa

pemidanaan  atau  bebas  lepas  dari   segala  tuntutan  hukum

dalam serta menurut cara yang diatur dalam  Undang-Undang

ini.” Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek

penting  dan  diperlukan  untuk  menyelesaikan  kasus  pidana

untuk   memperoleh  kepastian  hukum  tentang  statusnya  dan

dapat  mempersiapkan   untuk  langkah  selanjutnya,  seperti

upaya hukum. 

Hakim merupakan salah satu anggota dari Catur Wangsa

Penegak  Hukum di Indonesia. Sebagai penegak hukum, hakim

mempunyai  tugas  pokok  di  bidang  judisial yaitu  menerima,

memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap kasus yang

diajukan kepadanya. Dengan tugas  seperti itu, dapat dikatakan

bahwa hakim merupakan pelaksana inti yang  secara fungsional

melaksanakan  kekuasaan  kehakiman.  Oleh  karena  itu

keberadaannya  sangat  penting  dan  determinan  dalam

menegakkan hukum  dan keadilan melalui putusan-putusannya.

b. Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Kasus Pidana 

Setelah menerima,  memeriksa  dan mengadili  seorang pelaku

tindak   pidana,  maka  selanjutnya  hakim  akan  menjatuhkan

putusannya. Dalam  hukum pidana ada 2 (dua) jenis putusan
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hakim yang dikenal selama ini,  yaitu putusan sela dan putusan

akhir40: 

1) Putusan Sela  : Masalah terpenting dalam peradilan pidana

adalah  mengenai  surat  dakwaan  penuntut  umum,  sebab

surat  dakwaan  merupakan  dasar   atau  kerangka

pemeriksaan  terhadap  terdakwa  di  suatu  persidangan.

Terdakwa  hanya  dapat  diperiksa,  dipersalahkan  dan

dikenakan  pidana   atas  pasal  yang  didakwakan  oleh

penuntut umum, dalam arti hakim  tidak boleh menjatuhkan

pidana kepada terdakwa di luar dari pasal yang didakwakan

tersebut. oleh karena itu, dalam membuat surat  dakwaan,

penuntut  umum  harus  memperhatikan  syarat-syarat

limitative, sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-

undang,  yaitu  Pasal  143  KUHAP, yaitu  syarat  formil  dan

syarat materiil.

Terhadap  surat  dakwaan  penuntut  umum  tersebut,

ada hak  secara yuridis dari terdakwa atau penasehat hukum

terdakwa untuk  mengajukan keberatan (eksepsi), di mana

dalam praktik persidangan  biasanya eksepsi yang diajukan

meliputi  eksepsi  pengadilan  tidak  berwenang  mengadili

(exeptie  onbevoegheid)  baik  absolut  maupun   relative,

eksepsi  dakwaan tidak dapat diterima,  eksepsi  pada yang

didakwakan  bukan  merupakan  tindak  pidana,  eksepsi

40  Ahmad  Rifai,  Penemuan  Hukum Oleh  Hakim  dalam Perspektif  Hukum Progresif,
Jakarta: Sinar Grafika, hlm 113-118.



32

terhadap kasus  nebis in idem, eksepsi terhadap kasus telah

kadaluarsa,  eksepsi  bahwa  apa yang dilakukan terdakwa

tidak sesuai dengan tindak pidana yang  dilakukan, eksepsi

surat dakwaan kabur (obscure libel), eksepsi  dakwaan tidak

lengkap ataupun eksepsi dakwaan error in persona. 

2) Putusan Akhir

a) Putusan Bebas (Vrijspraak) : Putusan Bebas (Vrijspraak)

adalah putusan yang dijatuhkan  oleh hakim yang berupa

pembebasan  terdakwa  dari  suatu  tindak   pidana  yang

dituduhkan  terhadapnya,  apabila  dalam dakwaan  yang

diajukan  oleh  penuntut  umum  terhadap  terdakwa  di

persidangan,  ternyata  setelah  melalui  proses

pemeriksaan  dalam  persidangan,   tidak  ditemukannya

adanya  bukti-bukti  yang  cukup  menyatakan  bahwa

terdakwalah  yang  melakukan  tindak  pidana  dimaksud.

Maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah

dan  meyakinkan  tidak  terbukti  secara  sah  dan

meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana

sebagaimana dalam dakwaan penuntut  umum, sehingga

oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah  dinyatakan

dibebaskan  dari  segala  dakwaan  (Pasal  191  ayat  (1)

KUHAP).

b) Putusan  Pelepasan  dari  Segala  Tuntutan  Hukum

(Onslaag van Alle Recht Vervolging) 
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Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum

yang dijatuhkan oleh hakim apabila dalam persidangan

ternyata  terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah  sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum,

tetapi  diketahui   perbuatan  tersebut  bukan  merupakan

perbuatan pidana dan oleh  karena itu terhadap terdakwa

akan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal

191 ayat (2) KUHAP).

c) Putusan Pemidanaan 

Dalam  hal  ini  terdakwa  telah  terbukti  secara  sah  dan

meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana

sebagaimana  dimaksud   dalam  dakwaan  penuntut

umum, maka terhadap terdakwa harus  dijatuhi  pidana

yang setimpal dengan tindak pidana yang  dilakukannya

(Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Putusan Mahkamah  Agung

RI  No.  553.K/Pid/1982,  tanggal  17  Januari  1983

menegaskan   bahwa  ukuran  pidana  yang  dijatuhkan

merupakan kewenangan  judex  facti untuk menjatuhkan

pidana, di mana hal tersebut tidak diatur  dalam undang-

undang dan hanya ada batasan maksimal pidana yang

dapat dijatuhkan, sebagaimana dalam KUHP atau dalam

undang-undang tertentu ada batas minimal.


